BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,

Menimbang : a. bahwa Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa dalam rangka penyediaan anggaran tambahan
penghasilan aparatur sipil negara dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Kerinci terkendala kekurangan dalam hal
penganggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban
kerja dan kondisi kerja di beberapa Satuan Kerja Perangkat
Daerah, sehingga dikwatirkan akan berdampak terhadap
kinerja pegawai aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten
Kerinci sesuai dengan amanat undang-undang bahwa
Pemerintah wajib menjamin kesejahteraannya,

c. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900-4700 Tahun
2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam

d. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah
Daerah Nomor 900/020/ba.tapd-2024 tanggal 1 April 2024
tentang rapat pembahasan pergeseran anggaran tambahan
penghasilan beban dan kondisi kerja dibeberapa SKPD
Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan
Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 5234), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5657);

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional
(berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
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14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran  Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1777);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Dacrah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);

21. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun

2023 Nomor 180;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN

2024.
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara_n 2024 (Berita
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18) sebagaimana telah di rubah dengan
Peraturan Bupati Kerinci Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran ?er}dapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024
Nomor 3), diubah sebagai berikut : .
1. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan.
2. Ketentuan Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ke19mpok,
Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan.
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Pasal 1l
Peraturan Bupati Kerinei ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar selinp orang mengetahuinyn, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
Kerinci dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Siulak,
pada tanggal 3 neeft 2024

Pj. BUPATI KERINCI,

o

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

-
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AL EFENDI

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 3 ngeis 2024

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024 NOMOR : 9
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